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PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 70 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2024 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan
Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2024-2026;

b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daku.men Rencana
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah
menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan
dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April
Tahun 2023;

c. bahwa Kecamatan Winongan Pemerintah Daerah Kabupaten
Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Kecamatan Winongan sebagai dokumen
perencanaan Kecamatan Winongan untuk periode 3 (tiga)
tahun-

'

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategi.s
Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-
2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republilc
Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pemerintahan Daerah Kabupaten · di Djawa Timur (Berita 
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700) ; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

8 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4815); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifi.kasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

17. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi 
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 



Menetapkan 

18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan 
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 
Berakhir pada Tahun 2023 clan Daerah Otonomi Baru; 

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan 2024-
2026. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 
2024-2026 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati 

Pasuruan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

4. Kecamatan Winongan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Pasuruan Tahun 2005-2025. 

6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah 
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 
tahun. 

8. Rencana Strategis Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renstra 
Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan 
untuk periode 3 (tiga) tahun. 

9. Rencana Kerja Kecamatan Winongan yang selanjutnya disingkat Renja 
Kecamatan Winongan adalah dokumen perencanaan Kecamatan Winongan 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 
KEDUDUKAN RENSTRA KECAMATAN WINONGAN 

Pasal 2 

(1) Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran 
dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 



(2) Renstra Kecamatan Winongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Winongan dalam menyusun 
Renja Kecamatan Winongan. 

Pasal 3 

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Winongan disusun sebagai berikut: 

BAB I 
BAB II 
BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 

BAB VII 
BAB VIII 

: PENDAHULUAN; 
: GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WINONGAN; 
: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN; 
: TUJUAN DAN SASARAN; 
: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA 

PENDANAAN; 
: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 
: PENUTUP. 

Pasal 4 

Renstra Kecamatan Winongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 5 

Camat Winongan wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Winongan dalam 
rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam dokumen 
RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Camat Winongan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 
pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Winongan . 

(2) Camat Winongan menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Bupati melalui Kepala Badan 
yang melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Perencanaan serta Penelitian 
dan Pengembangan . 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Winongan Tahun 
2027, Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan 
sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Winongan Tahun 2027. 



• 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 

TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kepala Bappelitbangda 

Ca.mat Winongan 

KabagHukum 

Sekretaris Camat 

Kabid PPM 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PASURUAN, 

              ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

M. IRSYAD YUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 70

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023 
BUPATI PASURUAN,

          ttd.



. .
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PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN 

TAHUN 2024- 2026 

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah 

Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sa.mpai pada akhir tahun 

perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan 

yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra 

Kecamatan Winongan, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun 

kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Winongan harus 

selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, 

tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan 

subkegiatan berikut indikatornya. 

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Winongan dan 

Renja Kecamatan Winongan, Kecamatan Winongan melakukan koordinasi, 

sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu 

penyusunan Renstra Kecamatan Winongan dilakukan dua minggu setelah 

penetapan penyusunan RPD. 

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Winongan 

meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, 

Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Winongan/lintas 

Renstra Kecamatan Winongan, Perumusan Rancangan Akhir dan 

Penetapan Renstra. 

Renstra Kecamatan Winongan memuat tujuan, sasaran, program, 

kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai 

dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Winongan yang disusun 

berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. 

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap

pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat

Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7 

Dokumen Renstra Kecamatan Winongan Tahun 2024-2026 ini dapat 

diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja 

Kecamatan Winongan Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2023 

disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 158



KABUPATEN PASURUAN 

RENSTRA 
2024--2026 

PEMERINTAH 

KABUPATEN PASURUAN 

KECAMATAN WINONGAN 
JI. Raya Winongan No. 11 Telp. (0343) 441121 



1.1 Latar Belakang 

BABI 

PENDAHULUAN 

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan resmi yang 

berisikan langkah - langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai. Renstra memuat point-point penting arah, tujuan dan 

sasaran perencanaan pembangunan. Renstra menjadi salah satu instrument penting 

dalam proses mencapai tujuan pembangunan daerah. Termasuk didalamnya adalah 

kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program Kerja Organisasi Perangkat 

Daerah. 

Dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN) dan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2022 tentang 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan 

Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Daerah, mengingat 

Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan akan berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 

- 2026 menjadi fokus penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi 

berkelanjutan. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dioptimalkan melalui 

pengembangan kawasan industri, penataan tata ruang maupun sumber daya air, 

peningkatan pelayanan dasar, tata Kelola pemerintahan serta peningkatan Sumber 

Daya Manusia. Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan akan fokus pada penghapusan 

kemiskinan ekstrim serta stunting, sedangkan fokus Tahun 2025 yakni peningkatan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SOM). 

Renstra perangkat daerah sebagai dasar dalam menyusun Renja ssetiap 

tahunya. Adapun keterkaitan renstra Kecamatan Winongan dengan dokumen 

perencanaan yang lain dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini : 



Gambar 1.1 

Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan 
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Sebagai salah satu fungsi dari OPD, kecamatan dituntut bersinergi dan 

berintegrasi dengan OPD lainnya sebagai stakeholder dalam menyusun dokumen 

perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses 

kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi maupun konsultasi dengan proses 

teknokratik yang dilakukan oleh OPD. 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Winongan tahun 2024 -

2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan 

diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan 

perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya rancangan 

rencana pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPD 

Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas 

sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Winongan, maka disusunlah 

Renstra sebagai salah satu bagian dari manajemen pembangunan Pemerintah 

Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Winongan memuat keadaan yang ingin 

dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi 

misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun 2024-2026. 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 

a. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional 

b. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

c. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah; 

e. Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025; 



f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 

Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksa_naan pengarusutamaan Gender di daerah; 

h. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, 

Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379NSJ, Nomor : SE-46/MPP­

PNll/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan 

Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 

(PPRG). 

i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

j. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan; 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

I. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil 

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. 

m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. 

n. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 

-2026. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten 

Pasuruan Tahun 2024 - 2026 aadalah memberikan pedoman bagi pemangku 

kepentingan baik dilingkungan pemerintahan, masyarakat atau pihak-pihak lainnya. 

Kecamatan Winongan merupakan pengampu urusan kewilayahan dimana kepala 

perangkat daerah diberikan kewenangan untuk mengatur wilayah masing-masing 

berdasarkan koridor yang ada dari Pemerintah Daerah agar fokus dan mampu 

mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kab. Pasuruan Tahun 2024 - 2026. 

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana strategis Kecamatan Winongan 

ini adalah: 

1. Sebagai pedoman Kecamatan Winongan dalam pelaksanaan Kegiatan dan Kegiatan 

3 (tiga) tahun kedepan; 



,,_ 

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar 

pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya 

Kecamatan Winongan; 

3. Untuk menjamin kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar 

semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan dalam dokumen, hingga 

penjabarannya ke dalam program kerja; 

4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat Winongan berikutnya. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Winongan 2018-2023 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang; 

1.2 Dasar Hukum Penyusunan; 

1.3 Maksud dan Tujuan; 

1.4 Sistematika Penulisan. 

BAB II GAMBARAN PELA YANAN PERANGKAT DAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Organisasi Perangkat Daerah 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

2. 4 Kelompok Sasaran Layanan 

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 

2.6 Dikungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja PD 

2. 7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab PD 
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BAB II 

GAMBARANPELAYANANPERANGKATDAERAH 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD 

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten 

Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka 

susunan Organisasi Kecamatan Winongan terdiri atas: 

a. camat 

b. Sekretaris Kecamatan, membawahi : 

► Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

► Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

e. Seksi Kesejahteraan Sosial 

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Um um 

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten 

Pasuruan sebagai berikut: 

KASI PEMERIBTAHAN 
& PBLAYAIIAII 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Kecamatan Winongan 

CAIIAT 

SBKRETARIS 
KBCAMATAII 

SUB BAG UMUM SUB BAG PENYUSUNAII 
PROO & KBUANGAN 

KASI 
TRANTm KASIPMD KASI KES~TBRAAN I 

Berdasarkan pada peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 maka, 

kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah : 



a. Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum; 

2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

3) Pengekoordinasian upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum; 

4) Pengkoordinasaian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati; 

5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum; 

6) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan 

oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

7) Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan kegiatan Desa; 

8) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang 

tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan 

yang ada di kecamatan; dan 

9) Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 

Sedangkan fungsi yang melekat pada masing - masing jabatan sesuai dengan 

susunan organisasi adalah : 

a. Sekretaris Kecamatan 

Sekretaris menmpunyai tugas merencanakan, melaksanakan, 

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan 

pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. 

1) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan. 

2) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana. 

3) Pelaksanaan dan pengelolahan administrasi umum, kepegawaian, dan 

keuangan. 

4) Pengelolahan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan. 

5) Pengelolahan aset dan barang milik daerah. 

6) Pengkoordinasian penyelengaraan tugas masing - masing seksi dan perangkat 

kecamatan. 

7) Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan 

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas : 

1) Menyiapkan bahan pengelolahan administrasi umum dan kepegawaian. 

2) Menyiapkan bahan pengelolahan tata naskah dinas dan tata kearsipan. 

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas. 

4) Menyiapkan bahan pengelolahan perlengkapan dinas. 

5) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan 

kepegawaian. 

6) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. 

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas : 



1) Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data. 

2) Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran. 

3) Menyiapkan bahan Laporan,Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program. 

4) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan. 

5) Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah. 

6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai. 

7) Menyiapkan bahan koordinasi penyeleseian rekomendasi hasil pengawasan. 

8) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 

d. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan 

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas : 

1) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum. 

2) Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang 

dilakukan oleh perangkat daerah di tngkat kecamatan. 

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan 

daerah kabupaten yang ada di kecamatan. 

4) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat 

daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang­

undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara 

republik Indonesia. 

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib 

administrasi pemerintahan desa. 

6) Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan 

konsultasi pelaksanaan administrasi desa. 

7) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap 

perangkat desa. 

8) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada 

Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan. 

9) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu 

Kecamatan. 

10) Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas : 

1) Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta 

dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum 

musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan. 

2) Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 

keseluruham unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai 

program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja 

Kecamatan. 



3) Menyiapkan bahan koordonasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi 

masyarakat diwilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja 

pemerintah maupun swasta. 

4) Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan 

atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang 

pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 

5) Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga 

tingkat Kecamatan. 

6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan. 

7) Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

f. Seksi Kesejahteraan SOsial 

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : 

1) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, 

bantuan sosial dan pelayanan sosial. 

2) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka 

meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat 

dan pemberantasan penyakit menular. 

3) Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan 

olahraga. 

4) Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian 

lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam 

kebersihan. 

5) Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat 

hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang 

hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat. 

6) Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan. 

7) Melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat. 

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas : 

1) Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. 

2} Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat 

beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan 

lokal, regional dan nasional. 

3) Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan 

peraturan perundang - undangan. 

4} Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam 

penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan. 

5} Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang 

berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan 

ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan. 



6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat. 

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Keeamatan Winongan sampai Bulan 

Desember 2023 (Tribulan 1) adalah sebanyak 16 orang dengan komposisi pegawai 

ASN menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Camat Winongan adalah 

sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 2.2.1 

lumlah Data Pegawai Kantor Kecamatan Winongan 

No Komposisi Pegawai * ) Jumlah 

A. Pejabat Struktural : 

Eselon II -

Eselon III 2 

Eselon IV 6 

lumlah 8 

B. lenjang Pendidikan : 

Pasea Sarjana 2 

Sarjana 4 

Diploma -
SLTA 9 

SMP -

SD -

lumlah 15 

c. Pangkat Golongan: 

Pembina Utama Muda (!Ve) -

Pembina Tingkat I (!Vb) -

Pembina (!Va) 2 

Penata Tingkat I (IIId) 3 

Penata (IIIe) 2 

Penata Muda Tk. I (IIIb) -

Penata Muda (Illa) 1 

Pengatur Tk. I (Ild) 6 

Pengatur (Ile) 

Pengatur Muda Tk. I (IIb) -

Pengatur Muda (Ila) -



NO 

1 
2 
3 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 

Juru Tingkat I(Id) -

Juru (le) -

Juru Muda Tk.I(Ib) -

Juru Muda (Ia) -

Tenaga PTT 2 

Jumlah 17 

D. Jenis Kelamin 

Perempuan 8 

Laki - laki 9 

Jumlah 17 

Berdasarkan data diatas dapat diketahui jumlah pegawai di Kantor Kecamatan 

Winongan sebanyak 15 ASN dan 2 PTT. Merujuk pada fokus perencanaan pembangunan 

Kab. Pasuruan salah satunya adalah peningkatan SOM, maka perlu dilakukan evaluasi 

dalam penilaian kualitas SOM sehingga dapat dijadikan pedoman untuk memperbaiki 

tahun kedepannya. 

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistic yang menggambarkan 

kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Kompetensi, Kinerja dan 

Kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berikut nilai IP ASN pada 

Kantor Kecamatan Winongan : 

Tabel 2.2.1.2 

Nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN 

DIMENSI {INDIKATOR PENILAIAN 

NAMA KUAUFIKASI 
PENDIDIKAN KOMPETENSI ICINERJA DISIPUN 

ABDURACHIM EFENDHY, SKM, MM 20 25 25 5 

MUNIRUL FUAT, SE, MM 20 10 25 5 

ENDANG PRIHATININGSIH, SE 15 15 25 5 

RUSMINI, S.Si 15 15 25 5 

WAHYU NURSASI, SE 20 40 25 5 

WIWIK SRIYANI 5 0 25 5 

YULIANA SRI UTOMORINI, A.Md 10 0 25 5 

NURUL AINI 5 0 25 5 

SYAFIUDIN 5 40 25 5 

RAHMAT BASUKI 5 0 25 5 

ABD. MAJID JAUL 5 0 25 5 

HENYSUPRAPTI 5 0 25 5 

SAIKHUL HUFRON 5 0 25 5 

MUJI UTOMO 5 0 25 5 
RATA-
RATA 

TOTAL 

75 
60 

60 

60 
90 
35 
40 
35 
75 
35 
35 
35 
35 
35 

50,36 



Dapat diketahui bahwa nilai IP ASN pada Kantor Kecarnatan Winongan sebesar 

50,36 artinya bisa dikatakan sangat rendah karena capaian IP ASN Kab. Pasuruan pada 

tahun 2022 sebesar 54,67 dan target tahun 2023 sebesar 70,02. Hal ini rnenjadi perhatian 

penting pada pernerintah daerah rnaupun ASN bahwa untuk rneningkatkan perturnbuhan 

ekonorni juga perlu didukung dengan peningkatan kualitas SDM. 

2.2.2 Sarana dan Prasarana OPD 

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat rnendukung penyelengaraan 

tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utarna di Kecarnatan 

Winongan rneliputi Gedung Sarana Perkantoran dengan rincian data sebagai berikut : 

Tabel 2.2.2 

Daftar Sarpras di Kantor Kecamatan Winongan 

No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

1. Gedung 4 Gedung 

2. Isuzu Panther 2006 1 Unit 

3. Sepeda Motor Dinas 7 Unit 

4. Kornputer 6 Unit 

s. Laptop 6 Unit 

6. Printer 6 Unit 

7. Mesin Ketik 1 Unit 

8. Sound Sistern 2 Unit 

9. Toyota Avanza 2012 1 Unit 

10. AC 6 Unit 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Secara urnurn kinerja pelayanan di Kecarnatan Winongan dapat dilihat rnelalui 

beberapa indikator kinerja : 

a. Nilai SAKIP ( Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintahan ) 

b. Skor Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adrninistrasi 

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecarnatan Winongan dapat 

dilihat dari tabel 2.3 dan tabel 2.3.1 sebagai berikut: 



Indikator Kinerja sesuai Target 
NO Tugas dan Fungsi Perangkat Target Intlikator 

Daerah Lainnya 

(l) (2) (3) (4) 

1 
Persentase Jenis Pelayanan 
yang Berkualitas 

2 
Persentase Desa/ Kelurahan 
yang telah dibina 

Persentase Konflik yang 
3 tertangani diwilayah 

Kecamatan 

4 Nilai SAKIP Kecamatan 

Tabel T-C.23. 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Winongan 

Kabupaten Puuruan 

Target Renstra 
Perangkat Realisasi Capaian 

Daerah Tahun Tahun ke 

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

65 67 71 73.3 76 61.24 70.85 73.15 75.27 

Ruio Capaian pada 
Tahun ke-

2023 2019 2020 2021 2022 2023 
(14) (15) (16) (17) (18) (19) 

- 100% 100% 100% 100% -

- 100% 100% 100% 100% -

- 100% 100% 100% 100% -

- 94% 106% 103% 103% -



Berdasarkan Tabel T.C-23 dapat diketahui bahwa : 

1. Pelaksanaan pelayanan yang berkualitas telah dilaksanakan sesuai target 100% artinya 

pemerintah kecamatan winongan telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan SOP 

dan aspek lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan 

2. Pembinaan terhadap aparatur desa selalu dilaksanakan sesuai target pelaksanaan dan 

berhasil 100% 

3. Jumlah konflik yang ada sesuai laporan telah terfasilitasu atau tertangani dengan baik 

sampai dengan penyelesaiannya akhir dengan capaian sebesar 100% 

4. Setiap tahun Kecamatan Winongan mengalami peningkatan dalam penilaian Nilai SAKIP 

Kecamatan , hat ini dapat diartikan bahwa kecamatan winongan selalu meningkatkan 

kinerja sehingga capaian tahun ini lebih dari target yakni 103% 
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Penyt1lengga1aan Rapu t Koordinui dan 
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Tabel T-C,24, 
Aagaru daQ Reallaul PeGdUUQ Pelayan.an KecamataG Whloqaa 

KabupateQ Paauruaa 

Reall ... 1 ADgpru pad• 
TahuGlte• 

2022 2023 2019 2020 202 1 
(5) (6) (7) (8) (9 ) 

2,096, 174,496 Rp 2,083.~53,799 Rp Rp Rp 2,002.026.308 

261.830,496 Rp 2%,24'0,000 Rp 191 ,800,000 Rp 231,000.000 Rp 246,600,000 

38,560,000 Rp 37,980,000 Rp 35,880,000 Rp 39,900,000 Rp 39,720,000 

47.179,080 Rp 22,288,350 Rp 98, 133,200 Rp 5 1,924,400 Rp 10,649,720 

999, 100 Rp 924,000 Rp 720,000 Rp 3,220,000 Rp 648,000 

9,709,600 Rp 17,025,000 Rp 9,368,250 Rp 8,27'.l,500 Rp 9,336,000 

81,324,000 Rp 80,840,000 Rp 116,188,481 Rp 46,49◄ ,202 Rp 25,958,500 

49,480,304 Rp 38,220,000 Rp 29,646,839 Rp 35,032,810 Rp 30,580,619 

4 ,440,250 Rp 4,240,200 Rp -i,200,000 Rp 2,100,000 Rp 2,662,500 

73,556,300 Rp 7!5,530,800 Rp 89, 157,513 Rp 79,862,2~7 Rp 70,4Sl,435 

Rp 45,000,000 

6,300,000 Rp Rp Rp Rp 22,270,000 

17,82-3,000 Rp Rp Rp 

7,320,000 Rp 47,439,400 Rp Rp Rp 23,980,000 

8,400,000 Rp 18,352,000 Rp Rp Rp 34,484,250 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Raslo utara Reallaul daa Rata-rata 
Aagaraa Tahuu ke- PertGmbuhaa 

2022 2023 2019 2020 202 1. 2022 2023 An••aran Rcalisasi 
(10) (11) fl 2l 1131 114\ 115\ 1161 (]7\ 1181 

2,051,766,070 0% 0% 96% 98% 0% 2 093 019 322 1538 825 003 

261 ,830,496 88% 100% 100% 100% 0% 39,132,872 4,572,872 

38,560,000 100% 100% 100% 100% 0% 2,535,000 (6,960,000) 

47,oo-it _.220 93% 99% 83% 100% 0% (64 092 803' (62 880 0351 
999,100 100% 78% 96% 100% 0% 260 325 29325 

9,709,500 67% 97% 99% 100% 0% (2 515 550 (2086125) 

80,~:,M,06 l 95% 71% 97% 99% 0% (41,357,000) (55,795,420) 

◄0,1~9 .808 93% 81% 90% 81% 0% 14,805,228 573,062 

4,190,000 100% 100% 100% 94% 0% 190,238 (1 ,057,500) 

72,731.188 88% 89% 95% 99% 0% (27,245,075) (34,609,124) 

5,529,000 0% 0% 68% 88% 0 4,725,000 4,146,750 

17.183,000 0% 0% 0% 96% 0% 13,367,250 12,887,250 

6,779,000 0% 0% 99% 93% 0% 17,349,850 5,084,250 

8,130,000 0% 0% 86% 97% 0% 10,888,000 6,097,500 



Pe1rbi1Ylui.n Wo.wasan KebAngaaan dttn 
KetAb4ne.n Nuiona.l dAlam rangka 
Nemantapkan Pengaronltm Pa.ncuHa, 
Pelablll1.Mll Undang-Undang Daaar Negara 

Rp Rp Rp Rp 9,0'73,000 Rp l~,753,400 Rp Rp 
Republik JndtmeeiA Tahun 1945, Pelestarian 

Rp Rp 8 ,938,450 0% 0% 0% 98% 0% 9,994,600 6,703,838 

Bhioo.ektt-·TunggaJ lka eerta Pemertaha.nan dan 
Pe,mdihan,.u Keutuhan Nepra Ketatuan 
REtpublik ln&neeia 

,,.._ p.._biau.a. du Peapwuaa 
'PCll:IIMriataJam Dna 
.Fctdlttcal, Rd:omendatf cl1'l Koo'f'dinad 
P~ 4an Pmgr:atman Ptnn•rlntalu:sl 
D•MI 

l"uilitarii Adininistnu1i Tata Pemerintahan DeM. Rp Rp Rp Rp 18,813,400 Rp 31,342,000 Rp Rp Rp Rp 18,8 10,000 0% 0% 0% 100% 0% 21,945 550 14 107 500 
Fasilltaai Pelaksa.naan Tusas, Fung,!, do.n 

Rp Rp Rp Rp Rp M,658,000 Rp 
Ke-wajibtu1 Lembaga KemA&yarakatM 

Rp Rp Rp 0% 0% 0% 0% 0% 3,664,500 

Prop::aa PayeleDpUUA PaieriAtahu. daa. 
P6l.,,._ llecamatu. 

Koord.ioaai dan PembinMn Penyelengg,traan 
Rp 84,000,000 Rp Rp Rp Rp Rp 

Pemerietaha:a Desa / Kelur&han 
79,009,500 Rp Rp Rp 94% 0% {84,000,000) (79,069,500 

Fe.nyull&UUUJ Capalan Kioerja dan IA.poran 
Rp 335,000 Rp 12,000,000 Rp Rp Rp Rp Rp 9 ,882.0CX, Rp Rp 0% 82% (335,000) 

Kewmpn 
Ptop:aa P-boidayua Muyanbt Desa dan 
Kehudaa 

i"Ol'Unt lflencanaan Pc.mba.ngunan Tiogka.t 
Rp 9,882,000 Rp 11,020,000 Rp Rp Rp Rp 9,682,000 Rp 11,020,000 Rp Rp 100% 100% (9,882,000 (9,882,000) 

Kecamatan 

Koordinat,j Pemberdl3yaan Masya.rakat Rp 15, 120,000 Rp 21 ,325,000 Rp Rp Rp Rp 1',120,000 Rp 21,210,700 Rp Rp 100% 99% /15120 000 /15,120 000 
Fuill1a9i ~tan So&io.l Maayarakat Rp 181,580,000 Rp 126,868.~00 Rp Rp Rp Rp 17<,370,000 Rp 117,810,000 Rp Rp 96% 93% /181 580 000' /174 370 000) 
Fa.11Ui1U:ai dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat 

Rp 3,344,000 Rp 2,875,000 Rp Rp Rp Rp 5,344,000 Rp '.2 ,~7~,000 Rp Rp 100% 90% (5,344,000 (5,344,000) 
Kecat:natan 

Propam Xeteatraman daa. KeUrtfbaA Um.um -J'uiJJt.Mi daa KoordUlMi Penyelenggnraan 
f'osillrai dao Koordinui Pe.eyelenggan.,.n Rp 32,7W,OOO Rp 13,006,000 Rp Rp Rp Rp 3~.750,000 Rp 12,984 ,000 Rp Rp 100% 99% (32,750,000) (32,750,000) 
N!tentraOMDdan Ke~ttibau Kectuna:ta.n 



2.4 Kelompok Sasaran Layanan 

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan 

untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Kinerja 

indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparatur desa, masyarakat 

umum dan lembaga masyarakat. 

Merujuk pada tujuan perangkat daerah yakni "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di 

Tingkat Kecamatan" merupakan salah satu poin bagi kecamatan untuk selalu memprioritaskan 

pelayanan terbaik. Tahun 2024 - 2026 kecamatan winongan mendukung program tematik 

Kabupaten Pasuruan pada kategori Stunting. Program kegiatan yang mendukung tematik 

stunting adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan dengan kegiatan 

Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga, hal ini merupakan peranan penting untuk selalu 

mendukung meningkatkan ketahanan pangan keluarga sehingga dapat mencegah atau 

menurunkan resiko stunting di Wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya wilayah Kecamatan 

Winongan. 



BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

Isu - isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang 

yang mempunyai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta 

memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh ( dipengaruhi dan 

mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya. 

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 

Kecamatan Winongan yang merupakan dataran rendah dengan kondisi wilayah desa 

yang beragam seperti kekeringan maupun kebanjiran. Identifikasi permasalahan 

kecamatan Winongan yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut: 

a. Desa yang terendam banjir 

b. Kemiskinan ekstrem pada Kecamatan Winongan 

c. Pengeboran air tanah atau sumur bor tanpa meteran 

3.2 Isu Strategis 

Dari uraian permasalahan diatas dapat disimpulkan isu strategis dalam pelaksanaan 

pelayanan untuk mengatasi lingkungan adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembangunan atau pelestarian atau pemeliharaan lingkungan sekitar 

dengan lebih sadar terhadap faktor-faktor penyebabnya. Namun ada beberapa 

kondisi yang tidak bisa dikontrol adalah cuaca ekstrem seperti hujan lebat dari 

dataran tinggi sehingga berpengaruh pada wilayah dibawahnya. 

2. Kemiskinan ekstrem di Winongan masih cukup menjadi perhatian. Dalam 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah setempat perlu menurunkan 

kemiskinan ekstrem tersebut. Hal ini bisa dilakukan dalam pendampingan atau 

fasilitasi untuk pengembangan UMKM yang ada mulai dari pelatihan pengambangan 

umkm, perijinian bagi usaha yang dimiliki seperti NIB, P-IRT, BPOM dan sertifikasi 

halal. 

3. Pengeboran air tanah tanpa meteran yang menjadi perhatian bagi dinas terkait 

seperti Satpol PP dan SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang dimana perlu adanya 

konservasi air tanah dan pengandalian pemanfaatan air tanah. Dampak dari 

pengambilan air tanah secara intensif juga beresiko pada pencemaran air tanah 

dalam yang bersumber dari air tanah dangkal yang tercemar, maka kualitas air 

tanah yang semula baik akan menurun dan bisa jadi tidak dapat dimanfaatkan atau 

di konsumsi. 



BABIV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024 - 2026 

Tujuan dan sasaran renstra Kecamatan Winongan mengacu pada sasaran 

Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik" serta permasalahan dan isu strategis 

yang disajikan pada Bab III. 

Tujuan Renstra Kecamatan Winongan yakni "Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Di Tingkat Kecamatan". Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Kecamatan". Adapun sasaran renstra Kecamatan Winongan adalah 

sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan 

Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan 

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD 

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

Penentuan target kinerja tahun 2024 - 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 



NO TUJUAII 

1 2 

Meningkatnya kualitas 
1 pelayanan di tingkat 

kecamatan 

TABEL T-C. 25 
Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan 

Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan 

SASARAN INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN 

3 4 

lndeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) Kecamatan 

Meningkatnya hasil 
koordinasi penyelenggaraan 

Persentase hasil 
pemerintahan, pelayanan 

penyelenggaraan kecamatan 
publik dan pemberdayaan 
masyarakat desa 

Meningkatnya akuntabilitas 
Nilai SAKIP Perangkat Daerah 

kinerja PD 

TARGET KINERJA 
TUJUAN/ SASARAN PADA 

TAHUN KE-

2024 2025 2026 

5 6 7 

90 91 92 

100 100 100 

76.50 77.00 77.50 



Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1 

Tabel 4.1.1 

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran 

NO Indikator Penje/asan / Formula Perhitungan 

Kinerja 

1 Indeks Kepuasan Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen 

Masyarakat (IKM) penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 : 

Kecamatan 1. Persyaratan 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya[Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

9. Sarana dan prasarana 

2 Persentase hasil Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator 

Penyelenggaraan kinerja program : jumlah program 

Kecamatan Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100% 

Jumlah program renstra sebanyak 5 adalah sebagai berikut : 

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 

3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 

4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 

5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 

3 Nilai Sakip Hasil evaluasi AKIP PD oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen 

Perangkat Daerah penilaian manajemen kinerja meliputi : 

1. Perencanaan Kinerja 

2. Pengukuran Kinerja 

3. Pelaporan Kinerja 

4. Evaluasi Kinerja 

(Permenpan RB No. 88 Tahun 2021) 

4.2 Cascading Kinerja PD 

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), 

Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level 



BABY 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan 

yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai 

upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. 

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada 

di wilayah Kecamatan Winongan. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi 

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. 

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah 

perlu adanya analisis SWOT, dimana hal ini bisa manjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. 

Berikut analisis SWOTpada Kecamatan Winongan: 

Tabel 5.1 

Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan : 

MEMBANTU 

Strengths (Kekuatan): 

1. Koordinasi antar tim dalam meningkatkan 

penyelenggaraan pemerintahan 

2. Memperhatian kualitas pelayan publik yang 

baik terhadap pengguna layanan 

3. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat 

maupun desa dalam pengembangan 

kualitas 

4. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas 

Perangkat Daerah 

Opportunity(Kesempatan) : 

1. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah 

dalam penyelenggaraan pemerintahan 

untuk menjadi lebih baik 

2. Respon dari pengguna layanan untuk 

memperbaiki kualitas kedepannya 

3. Kewenangan Tim Penilaian SAKIP dari 

Inspektorat Daerah untuk memberikan 

kesempatan dalam perbaikan 

MENG HAM BAT 

Weakness (Kelemahan) : 

1. Kualifikasi Pendidikan pelaksana 

yang tidak sesuai dengan jabatan 

yang diampu sehingga koordinasi 

terhambat 

2. Pelaksana yang tidak memahami 

Standar Pelayanan maupun Standar 

Operasional Prosedur 

Threats(Ancaman) : 

1. Tidak adanya koordinasi yang baik 

antara pemerintah kecamatan 

dengan muspika 

2. Oknum pengguna layanan yang 

tidak memenuhi standar pelayanan 

3. Nilai SAKIP mengalami penuruan 

jika ada kurangnya integritas 

pegawai dalam akuntabilitas kinerja 

Rorrl::u:,:::,rlr:::,n h:::icil :::,n:::,lic,ic, C:\Mr'IT rr,:::,lr:::, ctr:::.toni rl:::,n lrohii:::,lr:::,n Vor:::,rn:::,t:::,n \Minnnn:::,n t:::.h, ,n 



Tabel T-C.26. 
Tu.Juan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Tujuan Indikator Sasaran Indikator Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya IKM Meningkatkan kualitas pelayanan a. meningkatkan kemudahan dan 
kualitas Kecamatan publik dengan memperhatikan: kecepatan layanan publikinformasi 
pelayanan di a. Kepentingan umum dan teknologi komunikasi 
tingkat b. ketepatan waktu b. peran aktif masyarakat pengguna 
kecamatan c. fasilitas dan perlakuan khusus bagi layanan publik dalam rangka 

kelompok rentan 
perbaikan layanan, sarana dan 
prasarana dengan memberikan 
akses layanan pengaduan atau kritik 
dan saran 

Meningkatnya Indeks meningkatkan koordinasi musyawarah yang melibatkan 
Hasil Koordinasi Penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan berbagai unsur masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Kecamatan pemberdayaan masyarakat dengan mengambil kebijakan untuk 
Pemerintahan, memperhatikan : merencanakan kegiatan 
Pelayanan Pu blik a. urusan pemerintahan pelayanan 
dan Pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat yang 
Masyarakat Desa saling bersinergi dalam melaksanakan 

tugasnya 
b. keterlibatan masyarakat dalam 
pengambilan keputusan 

Meningkatnya Nilai SAKIP Penguatan komitmen mulai dari staf Pembinaan SAKIP bagi seluruh pegawai 
Akuntabilitas Perangkat Daerah sampai pimpinan untuk peningkatan pada kantor Kecamatan Winongan agar 
Kinerja Perangkat akuntabilitas lebih berkomitmen untuk meningkatkan 
Daerah akuntabilitas 



BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu 

"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan" sebagai ujung tombak 

pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut: 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 

sebagai berikut : 



Pro1ram, KeafataD Kinerja Pro1ram, Kepatan lndlkator Klnerja Tajue, 
Tujnllll S..•aran Kode 8a•araa,Proc;ram, Keatatan du Subkeclatan dan Subkeclatan du Bubkepatan 

(II (21 (31 141 f5\ (6\ 

llenlnpatnya 
Jlonlngkatn11a Peraentaae kualltu 
dlcuntablllta. Propam. PenunJan& Tedakaana.a.ya 

doka.mon/laporan. pelayUllA di 
kin• ,;a Pomnglmt 

Uruaao. Pemerintahao. admlnlatrHI tata kelola 
admlDlotraol PD yan1 tlDpat D<.rah Daerah PD den1an balk balk/aeoual reculaal kocam.atan. 

Pe,w:ncanaan, T•-lan11a dok Po-ntaN korurlatoruol 
Ponganggruan dart p•,wn.canaan, lndlkator ""'-rta 
Bvaluml JClno,;a JHlnganggaran, dan p,og,-Vko~.ubkogl 
P•mng- Daorah nahuia 11ang •larae _, patla dok Nncana, 

angs,aran, dart eva:luc:wl 

Koordinasi dan 1'er sedianya Laporan J umlah Laporan Capaian 
Penyueunan Le.poran Capaian Kinerja clan Kinerja dan lkhtisar 
Capaian K.inerja clan lkhtisar Realisasi Kinerja Realise.Ai Kinerja SKPO dan 
lk.btiaar Rea.lisasi S KPD dan Laporan Hasil Laporan Hasil Koordinasi 
Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunen Penyuaunan Laporan 

Laporan Capaian Kinerja Capa.ian Klnerja clan Ikhtlsar 
don lkhtiear RealisaBi Reallsaoi Kinerja SKPD 
Kinerja SKPD 

P•,wnta.M kporan 
Admb,i.trao( 

T•rNdlatt'I/G kf,oran ""--g •oual 
Kcuangan P•mngkat ct.ngon kotontuan dart 
Da,,ah kouan-11- akumt dapat 

dlportanggungjawablcan 

Penyediaan Oaji clan Tcrsedienya Oaji clan Jumlah Oi-ang yang 
Tunjans,,.n ASN Tunjangan ASN Menerima Oaji dan 

Tunjango,1 ASN 

Penvodiaan Tersedianya Adrrrinistrasl Jumlah Dok1..1rnen Hasil 
Adn"°Unisuusi PelakBanaan Togas Penyediaan Administraai 
F:I~aanaan TU ga.s ASN Pelaksanaan Togas ASN 

Pelaksanaan 1'erlaksananya Jumlah DJkun1en 
Pena.tau sahaan ct.an Penatausahaan dan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasl Pengujlan/Verifikasl Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD Keuangan SKPD Keuangan SKPD 

Admlnl.trao( To-..,.11a P•n,enta.N dokum•n 
JCopoga,,,alan cdmlnl.traal kopogau,alwi kepos,awalan 11ang akumt 
Porang- Da,,ah dongan balk dan Nwai btcntuan 

Pen8"daan Pakaian Terscdianya Pakaian Jumlah Pak.et Pakaian 
Dina• beserta Dinas beserta Atribut Dinas beaerta Auibut 
Atribut Kelengkapan Kelengkapan 
Kelengkapannya 

Penctidikan dan Terlaksananva Pendidikan Jumlah Pegawai 
Pclalihan Pegawai dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 1'u gas dan 
Berdasarkan Tu ga11 Berdasarkan TUga• clan F'unllf!l yang Menglkuti 
dan Fungsi Fungsi Pendldikan dan Pelatiharl 

Tabel T-C.27. 
Re11oa11a Pro1ram, Kelf.ataA1 du P• 11daa.aao Kecamatao Wlnonpn 

Kabupatoa. Pa1uruu 

Taraet KlDerj• Ps-opam du Kere1ka Polldeaan 

Data C.paiall 
pada Tahun Awa! 2024 2025 2026 

Perencanaan 

tarcet Rp Tar1ct Rp tarcet Rp 

/71 /81 (91 (10) (Ill r121 /1 3\ 

100% Rp ~,884,766,840 100% Rp 3 ,054,005, 182 100% Rp 3,205,455,441 

JOO% Rp J,$00,000 JOO% Rp 3,160,000 JOO% Rp 3,307,500 

13 13 
13 Dokumc:n Rp l ,500,000 

Dokumen 
Rp 3, 150,000 

Dokumen 
Rp 3 ,307,500 

Rp 2 ,362,942,709 100'6 Rp 2 ,599,~36,980 JOO% Rp ~-7:J9, 198,829 JOO% Rp :l,865,658, 770 

16 16 
Rp 2 ,080,424,213 

16 Rp 2 ,288,466.634 Orang/bula Rp 2,402,889,966 Orang/bula Rp 2 ,523,034.464 
Orang/bulan n n 

Rp 242,798,496 12 Dokumen Rp 257,078,346 
12 

Rp 280,432.263 
12 Rp 294,453,876 

Dokumen Dokumen 

Rp 39,720,000 12 Dokumen Rp 43,692,000 
12 

Rp 45,876,600 12 Rp 48 ,170.430 
Dokumen Dokumen 

JOO% Rp 14,000,000 JOO% Rp 9,97$,000 JOO% Rp l0,473, 1$0 

6 paket Rp 4 ,500,000 

3 Pegawai Rp 9 ,500,000 3 Pegawai Rp 9,975,000 3 Pegawal Rp 10,473,750 

Kou.dial KlllOrja Ullit Kerja 

pada akhlr Perupat 
Daerah Lokaol period• R.en•tra 

Perllllpat Pen&n11W'I· 

Dae.rah jawab 

Tar1et Rp 

/141 fl5l /161 f17I 

Kecamata.n Kecamata.n 
100% Winongan Winongan 

JOO% 

39 Dokumen Rp 7 ,957,500 

100'6 Rp 8 ,194,094,1579 

48 Rp 7,214,391,065 
orang/bu Ian 

36 Dokumen Rp 841,964,485 

36 Dokumen Rp 137,739,030 

JOO% 

9 Pegawai Rp 29.948,750 



Kondlol Klnerja Uo.lt Kerja 

Pro1ram, Ke giatan K!nerja Proaram, Kecfatan 
IDdikator Klnerja T,tjuu, Data Capalan pada aldllr Perupat 

T'lfuu 8aH.tall Kode 8a1arao 1Prop-am, Ke&{atan pada Tahuo. Awai 2026 perfode Rea■tra Daerah Lokul du Subkepatan du Subkepataa 2~4 :1~15 
dao. Suhkepatan Pereucanaan Peruckat Pe 11ao.1cuo.1· 

Daerab. Jawab 

tarpt Rp T&r11et Rp tarcet Rp T&r11et Rp 
i11 121 131 r41 15\ 161 (7) !81 191 i1oi 1111 112\ -1131 !111 IJ51 116\ 1171 

Admlnln...t Umum Te-.Uan.,,a ksbutuhan P.rNnf.aN penwnuhan 
10096 Rp 142,139,900 l0096 Rp 115:l,396,8915 10096 Rp 160,016,740 10096 Perangloat Daerah umum p.ra:ngkat dt»rah bbutuhan umum PD 

Penyediaan Peralatan Tersedianya. Peralatan den Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Perlengkapan Kan tor dan Perlengkap8ll 
Kantor Kantor yang Disediakan Rp 28,165,840 4 paket Rp 42,000,000 4 paket Rp 44,100,000 4 paket Rp 46,305,000 12 paket Rp 132,405,000 

Penyediaan Peralatan Tersedianya Peralatan Jumlah Pakf:t Peralatan 
Rum.ah Tangga Rumah Tangga Ruma!, Tangga yang 

D!sedlakan Rp 924,000 4 pakot Rp 1,016,400 4 paket Rp 1,067,220 4 paket Rp 1,120,581 13 pe.ket Rp 3,204 ,201 

Penyediaan Barang Tersedianya Barang Jumlah Paket Barang 
Cetakan den Cetaka.n den Penggandaan Cctak8Jl dan Penggandaan Rp 17,025,000 4 paket Rp 15,7'2'7 ,500 4 paket Rp 19,663,875 4 p<lket Rp 20,647,069 14 paket Rp 56,038.444 
Penggadan yang Disedlakan 

Fasilltasi Kunjungan Terlaksananya Fasilitasi Jumlah La.poran Fasilitasi 
12 laporan Rp 4,020,000 12 laporan Rp 4,221,000 1'2 lepora.n Rp 4,432.050 36 Laporan Rp 12,673,050 Te.mu Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu 

Penyelenggaraan Rapat Terlaksananya Jumlah Laporan 
Koordinasi dan Penyelenggaraan Penyeleng,garaan Re.pat 
Konsultasi SKPD Rape.t Koordinasi dan Konsultasi 

Koordina&i dan Konsultasi SKPD 
Rp 72,160.000 1'2 laporan Rp 79,376.000 1'2 laporan Rp 83,344,800 12 lapora.n Rp 87.512,040 36 Laporan Rp 250,232,840 

SKPD 

Pengr»<bm Barang 
I!IIUk Daerah Terfabanan.,,cip•n~ h-n-pn~ 

Rp JOO% Rp 2 $,000,000 JOO% P• nun,Jang u,,_ BI!ID BI!ID '11""9 u ,_,-, 
Pem. rfnah Daetah. 

Pen gadaan Kendaraan Tersedlanya Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan 
Di.nae Opcrasione.l atau Dinas Operasional atau Dina.s Opemslonal ata.u 
Lapangan Lapangan Lapangan yang D!sedlakan Rp . Rp 1 Unit Rp 25,000.000 1 Unit Rp 25,000,000 

Penyedb:rn Jma T•,penuhl"lla pnfU\}ang h rwn-Jaoa pnrmjang 
Penun,Jang Un,..safl. oENrmional kantor opera0nal kantoryang JOO% Rp 46,706,llllO l 0096 Rp 49,041 ,53 1 JOO% Rp 61,493,608 10096 
P•merlntcihan Daerah uf'Hdla 
Penycdiaan Jasa Tersedhmya Jasa Jumlah Laporan 
Komunikasi, Sumber KomunJkaai , Sumber De.ya Penyedlaan Jase. 
De.ya Air dan Listdk Air den Listrik Komunikasi, Sumber Daya Rp 38,220,000 12 Laporan Rp 42,042,000 12 Lapomn Rp 44,144,100 12 Lap<iron Rp 46,351,305 36 Laporan Rp 132,537,405 

Afr dan Llstrlk yang 
Disedlakan 

Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Jumlah Laporan Fl,nyediaan 
Peralatan clan Peralatan dan Jasa Peralatan dan 
Pei-lengkapan Kan tor Perlengkapan Perlengkapan Kantor yang Rp 4,240,200 4 

Rp 4,664,220 
4 

Rp 4,897,431 4 
Rp 5,142,303 12 Laporan Rp 14,703,954 

Kantor Disediakan Laporan Laporan Laporan 

Pemellharmn Barang T•l'Hdlan'l/a BMD yang Pa....,n_ BJID kondlol 
I!llllk Daerah dapat be,ope...t dengan balk 

BJ ,183,740 l 0096 U 0, ~4ll, Pll7 10096 89,505,073 10096 Penrmjang Unaan balk l0096 Rp Rp Rp 

Pamerlntcihan Daerah 

Penyediaan Jaso. Terscdianya Jasa Jumlah Kendal-aan D!nas 
Pemeliha.raan, Biaya Poneliharaan, Bia.ya OperasionaJ atau Lapangan 
Pcmeliharaan, Pajak PemcliharaaJl, Pajak dan yang D!pelihara dan 

73,803,400 81 ,183,740 12 Unit Rp 85,242,927 12 Unit Rp 89,505,073 36 Unit Rp 255,931,740 dan Pcrizinan Perizinan Kendaraa.n Dina.s dibayarkan Pajak dan Rp 12Unit Rp 
Kendaraan Oinas Operas!onal atau Lapangan """--rizlnannya 
Operasional atau 



Koodlal Kloorja Unit Kerja 

Proanm, Kepatao Kloorja Proaram, Kopatao lodlluttor Kloerja Tl\luao, Datac.p.aa pada akblr Penwcnt 
T'l)lao Saaaran Kode du Bubke p atao dao Subkepatan aa■araa,Propam , KoaJab.11. pada Tab- Awal 2034 ::10311 ::10::i6 period• R.uatra Daerab Loku l 

dao Subkepatao PereAOamaaa Peraockat Penao11=1· 
Daeralt. Jawab 

tucet Rp Tarcet Rp ta,cet Rp Tarcet Rp 
Ill 121 (31 141 (51 (61 171 181 (9) (10) (11) (121 (131 (Ml 1151 '1 61 '171 

Pemeliharaan/Rehabill Terlaksananya Jumlah Gedung Kantor dan 
tasi Gedung Kantor Pemelih o.raan/ Re.habilitasi Bangunan Lainnya 
dan Bangunan Lainnya Oedung Kan tor clan yang 1 Unit Rp 25,000,000 1 Unit Rp 25,000,000 

Bangunan l.ainnya Dipelihara./ Oirehabilitasi 

Uruaan Kewilayahau 
Bldan1 Kecamatan 

Jl'enlng-.11a 11'all 
looordlnaol Proc,am llleolnckatoya 1. Persoo taao Dokwnen 
p•n!IOle- Penye le111praan Penyelen1praan Pen:,eleuquaan 
pcmerfntah«:n, Pem~rintahaa. dan 

Pemerintahao dan Pemerilltaban yanc te pat 100% lip 7 ,:336,000 100% Rp 7,597,800 100% Rp 7 ,977,690 100% 
p• tai,ananpubllk Pelayuaa. Publik 

Pelayuan Terpadu Sa.tu walctu 
danpembe"""""" Plntu 

1--1arakat ct.ara 
:J. htdeks Pelayanan 
PubUk Kecamatan 

P•lakliancan lltuMn 
Terlakoananya h merlntahan !/Ang P,.,..ntaH ReallMISi PBB-

D111,npahkan kepada 
Optlmall-' Pe nerifflGIIR 

P!l IOO!li JOO% 100'!6 100'!6 

Camat 
PBB-P!l 

Pelaksanaan U1u san 
Terleksananya U ru san 

Pemerinthan yemg Jumlah Lepomn 
terkait dgn 

Pemerintahan yang Terkait 
Pelaksanaan Kewenangan .. Laporan Rp 7 ,236,000 1 Laporan Rp 7,597 ,800 4 Laporan Rp 7,977,690 12 Leporan Rp 22 ,811 ,490 

dengan Ke\11renangan Lain 
Kewenangan Lain yang 

yang Diiimpahkan 
Lain yang Oilimpahkan 

Dilimi,ahkan 

ProCtam Meolnckatoya partlpaal 
Pene11.ta1e lombaca Pem.be rdayaan m uyarakat 
lr.ema• yarakataa. IOO'X, llp :.17 ,197 , 140 100% Rp 2 8 ,11116,997 100% Rp 29,984,847 100% Rp 115,762,1500 Maayuakat Dcaa du de■a/kelurahaa 
deaa/kelurahan yanc aktlr Keluraban 

Koordlna.l Keglatan T• rlakoanan11a Koordlnaol P•,..n- Hcull lDvaluasl 
P• mbe""'1...,. Desa ,c.~ Pombe""'1-. P•mbe""'1...,. /11""1/<U'lllkat 

De"" denfl"" Balle - dltlndaklanJutl 100!5 lip !l!l, 1117,HO 10096 Rp !l3,306,997 100'!6 Rp !l4,4'n,347 100'!6 

Pen!ngkatan Partislpasl Meningkatnya Partisipaei Jumlah Lembaga 
Masyarakat dalam Masyarakat dalam Forum m.,.yaraka.t yang 
Fonim Muayawarah Musyawarah Pcrencanaan Berpartl•lpasl dalam Forum s~ Rp 13,000 ,000 51..embaga Rp 13,650,000 5Lembaga Rp 14,332.500 15 lembaga Rp 40,982,500 
Percncanaan Pembangunan di Desa Musyawarah Perencana.an 
Pembangunan di Desa Pembsngunan di Deea 

Peningkatan Efektivita. Meningkatnya Efektifitas Jumlah Lap Peningkatan 
Kegiatan Kepj.atan Pemberdayaan Efektivitas Kegiatan 
Pemberdayaan Maeyarakat di Wilayah Pemberdayaan Masyarakat Rp 16,,997,◄00 1 Laporan Rp 9, 197, 140 4 Leporan Rp 9,656,997 4 Laporan Rp 10, 139,847 12 Leporan Rp 28 ,993,984 
Masyarakat di Wilayah Kecamatan di Wiiayah Kecamatan 

Pe mbe""'1...,. dan Te"""-'"nya J umlah K• lutupa 11ang 
KeNjaht,e,_. P•mbe""'1CD1 dan /lle ngllcutl Pombe""'1-. 
B:elua,pa Tlng1""t KeNjahteraan K• luargo. dan B:e-.Ja/tf;eraan 100!5 •P 5,000,000 JOO% Rp 15,2150,000 100'!6 Rp 15,15J!l, ll00 100'!6 Rp 1.S,762,500 
K•camata:n do:rt B:e luargo. 
l!elutahan 
Penlngkatan Terle.keananya. peningkate.n Jumlah keluarw,. yang 
Ketahanan Pangan ket.ahanan angan ke1uarge. mengikuti penlngkae.n 8 kdua.rg,a Rp 5,000,000 8 keluarga Rp 5 ,250,000 8 keluarge. Rp 5,512,500 21 Keluarga Rp 15,762,500 
Keluarga ketahanan pe.ngan keluarga 

ProlJ'IUll Ko<mllnul lllenlnp:atoya 
PHMuta1e Pe1UU11anao Ketenbama11 daa. Poo..u 1an.an Kotentraman 
aanu uan Trantlbum 100'll. llp S0,3 17 ,200 100% Rp 52,833 ,060 100% Rp SS,474,7 13 100% 

Ketortlbao Umum du Kotertlbaa Umum 



KondW Klnerja Ualt J<Qja 

Pro1...., , Kopatan Killorja PfOlram, Kepatan lndlkator Klnorja Tujun, Data C.palan pada akblr Peranpat 

TwJuan a. ...... Mode clan auupatan den Subkepatan haarall,Prop-a.m, Ke&tatan pada TahUll Awal 2~4 :i~s 2~6 period• R.enttra Daerab. Lokul 
du Subkepatan PereAOanaaD. Poru1kat Penan&l'Ul&· 

Dae.rah ja""'b 

tar&et Rp Tariet Rp tar&et Rp Tariet Rp 

Iii 121 131 Ml 151 161 171 181 191 1101 1111 1121 1131 1141 (151 {161 {171 
Koonflnan u_.. hrHi.-11a P•-n- lq,omn yang p_,._ Koonflnaol K•knt,.,,,_ dJ~blr..twuri 
Kaune- clan cfan lf•tert,_ Umum terlmff Joo,6 Rp 46,3J7,200 J00'.16 Rp 47,583,060 J00'6 Rp 4Sl,Sl62, lU3 l00'6 
Jrett.rtaa:rt Vm11.m .,_,._l>alk 

Slnergitaa dengan Tcrlaksananya Sine'l!itaa Jumlah Leporan Hasil 
Kepollsian Negara dengan Kcpolisian Negara Sincrgitas dcngim Kcpollsian 
Rcpublik Indonesia, Rcpubllk Indonesia, TNI Negara Rcpublik Indonesia, 

Rp 18,352,000 12 Laporan Rp 20,187,200 12 Laporan Rp 21,196,560 12 Laporan Rp 22,256,388 36 laponm Rp 63,640,148 
Tcntare. Nasional dan Jnatansi Vertikal di TNI dan lnotansi Vertikal di 
Indonesia dan lnstans.i Wilayah Kccarnatan Wllayah Kccamatan 
VertJkal di Wilayah 

Harmoniaasi Terlaksanauya Hannonisasi Jumlah Laporan 
Hubungan dcngan Hubungan dengan Tokoh Peleksanaan hannonisasi 
TokohA1iiM"'-dan Agama dan Tokoh Hubungan dcngan Tokoh 4 Laporan Rp 25, 130.000 4 Laporan Rp 26,386,500 4 Laporan Rp 27,705,825 12 Laporan Rp 79,222,325 

Tokoh Masyarakat. Ma.syarakat Agama dan Tokoh 

Koold. Panerapan cfan h-.mya Koonflnaol hrNnta.. p•n•mpan daA 
~Pardadan Pen•- cfan Penegakan p•nes,akan ~rda cfan .,..,_ Parat,,,...,. Daarah cfan P•rlada11angte--.., 

Peratu,un K•pala Daamh l00'6 Rp $,000,000 J00'.16 JOO% J00'6 

Koon:! ./ Sinergl Dengan Terlaksananya Jumlah Laporan 
Pcnmp J:lRe,•ah yang Koordina11i/ sinei-gi dengan Koordinasi/ Sincrgi dcngan 
iTugu dan F\Jngsinya P<,rangkat Daerah yang Fl,rangkat Dfterah yang 
di Bldang l'oncgakan Tu gas dan fungsinya Tug,uo dan F\Jngsinya di 
Peraluran Fl,rundang- bldang Pcncgakan Bldang Fl,ncgakan 

I Laporan Rp 5,000,000 I Laporan Rp 5,250,000 1 Laporan Rp 5,512,500 3 Laporan Rp 5,788,125 
Undangan clan/atau Peratura.n Perundang• Pera.turen Peru ndang-
Kep:>lisian Negara undangan dan/ atau Undangim dan/ atau 
Republik Indonesia Kepolislan Negara Republik Kepol iahm Negara Republik 

Indonesia lndonesla 

Proaraa Penentaso konflik SARA Pen,e1-raan Mea.lnpatn:,,i KerukU11aa 
yao.1 dtaeleaailu.a. aeeua! 100% Rp 13,533,740 100% Rp 14,:110,427 100% Rp 14,920,948 100% iuruMA PemeriD tahan Maayarakat 

Umum 
keweoaapn 

...._,.,,_ 
Jumlah l'aNrta yang 

U"""" Pamerin-.... Te,,..__.. Pembl,._ 
Vmunt .euuai w-Keban- -

Jfengll<Utl hmbl,._, 
J00'6 Rp J3,IS33,740 J009' JOO% l00'6 

Pen-K•pala K•tahanan Nasional 
w- Kebang,oan dan 

Doe- K•- Mulonal 

Pembinaan Wawasan Terlaksananya Pernbinaan Jumlah Orang yang 
Keb&ngS881l dan We.wasan Kcbtlngsaan dan MengikutJ Pcmbinaan 
KetahMan Nasional Ketahanan Nasional dalarn Wawasan Kcbangsaan dan 
dlllam rangka rangl<a Memante.pkan Ketahanan Ne.sional da1am 
Mcmantapkan Pengpmalan Pancasila, rangka Mcmantapkan 
Pengamalan Pance.P.ila, Pelaksanaan UUD Negara Fl,ngamalon Pancasila. 
Pele.ksanaan Undang- Republlk lndoneeia Tahun Fl,laksanaan UUD Negara 
Unde.ng DaSB.J· Negara 1945, Pelesta.rian Bhinneka Republik Indonesia Tahun Rp 12,303,400 100 Orang Rp 13,533,740 100 Orang Rp 14,210,427 I00Orang Rp 14 ,920,948 300 Orang Rp 42,665,115 
Republlk Indonesia Tunggal lka serta 1945, Pclestalian Bhinneka 
Tohun 1945. PcmertahanaJ1 dan Tunggal Jka scrta 
Pelestarian Bhinneka Pemeliharaan Keutuhan Pemerte.hanan dan 
Tun ggal Ike. scrta. Negara Kesatuan Republik Pemeliharaan Keutuhan 
Pemcrtahanan dan Indonesia Negara Kesatua.n Republik 
Ptmeliharaan lndoneBia 
Keutuhan Neaara 

Proanua Pemblnun Menlnpatn)-a tata kelola Pene11.ta.1e Pem.eriDtaJuua 
danhnp-au Pem.eriatahan De-aa Deta den1an Admlnlttnsl 100% Rp 119,718,300 100% Rp 62,704,215 100% Rp 49,039,426 100% 
P•medataban D••• De .. yaa.1 Bafk 



Kondllli Klnorja UllltKHja 

Pro1,_, Kepatan Kinerja Pro1ram, Ke&f.atan 
lndlltator Klnerja Tujuan, Data Capaian pada aldalr Peranpat 

Tujuan S..ouan Kode 8a■an.a. ,Propam, Ke&tatau pada Tahnn .11.-1 2024 2025 2026 perlode Ren1tra Daerah Loual dan Sllbl:epatan dan Subkepatan 
dan Subkepatan Perencanaan Pe ran1kat Penan11=1· 

Daerala jawu 

tarset Rp Tarset Rp tarset Rp Tar1et Rp 
w 121 /31 (11 151 161 t7l f81 rot 1101 1111 1121 {131 114\ 1151 {161 117\ 

Fasllff<ul, 
Reloomendaol dan T• -cm11a Fastllt<ul, P,,-n_ /uufl Fasllltasl, 
Jroott:f:fnari Pembl,._.dan Pemblnacm dan 

100% Rp Sll,718,300 10096 Rp 62,704,215 100'16 Rp 49,039,4 26 100'16 hmblmmn dan hngawcDQ71 p • merlntah Pengc:aucaan p • merlntah -- De- Dengm, balk De.,. 11ang dltlndak1t:uift<tl 
hmeriJltallczn De,a 

Fasilita.'ii Penyusunan Terlaksananya Fasilitasi 
Jumlah Dokumen Peraturan 

Paran1ran Desa dan 
Pcnyusunan Pera.turan 

Desa da.n Peraturan Kepe.la 2 Dokumen Rp 26,000,000 2: Ookumen Rp l 1,300,000 2 D:>kumen Rp 11,865,000 6 Dokum::n Rp 49,165,000 
Peraturan Kepala Desa 

Desa dan Peraturan Kepala 
Desa yang dihasilkan Desa 

F'asilitesi Administrasi Torlaksanenya Fasilitasi Jumla.h Dokumen 
Tata F\!:merintahan Administrasi Tata Administrasi Tata 
Desa Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa Rp 15,995,000 4 Dokumen Rp 17,594,500 4 Dokumen Rp 18,474,225 4 Dokumen Rp 19,397 ,936 12 Dokumen Rp 55,466,661 

Fns ilitasi Pelakswiaan Terlaksananya Fasilitasi Jurnlah Dokumen Fasillt.B.&i 
Pemilihan Kepala Desa Pelaksanaan Pernilihan dalam rangka Pelaksanaan 

Kepala Deso Pemi liha.n Kepa.la Oesa 16 D>kumen Rp 16,000,000 

Fasllitss.i Pdaksanaa.n Terla.k88Jlanya Fasilitasi Jurnlah Dokumen Fasilitasi 
Tuga.s, Fungsi , dan Pelaksanaan 'T'Ugas, F'ungoi , dalam rangka Pelaksanaan 
Kewaj!bon Lembaga dan Kewajibe.n Lembaga Tu gas, Fun gsi dan Rp 14 ,658,000 4 D'.>k:umen Rp 16 ,123,800 4 D>kumen Rp 16,929,990 4 Dokumen Rp 17,776,490 12 Dokumen Rp 50,830.280 
Kemasyarakatan !<emasyarakatan Kewajlban Lembaga 

Kemasyare.ka.tan 



.. 

BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN 

7.1 Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra (IKU) 

NO 

(1) 

1 

1 

2 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Winongan mengacu pada indicator kinerja 

tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1. 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja Perangkat Oaerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPO 

Kondisi Kondisi 
Kinerja pada Target Capaian Setiap Kinerja 

Indikator awal periode Proyeksi Tahun pada 
RPO Tahun 2023 akhir 

Tahun 2022 2024 2025 2026 
periode 

RPO 
(2) (3) (4) (5) (6) (9) 

Tujuan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 89,43 89,65 90 91 92 93 
Kecamatan 

Sasaran 

Persentase hasil 
penyelenggaraan 100 100 100 100 100 100 
kecamatan 

Nilai SAKIP Perangkat 75,27 76,00 76,50 77,00 77,50 78,00 
Daerah 

Dalam RPD Kab. Pasuruan tahun 2024 - 2026 penentuan indikator kinerja untuk 

mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan 

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan , pelayanan publik dan 

pemberdayaan masyarakat desa serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini dapat 

diuraiakan menjadi 2 indikator yaitu : 

1. Presentase hasil penyelenggaraan kecamatan dengan target tahun 

2024 - 2026 sebesar 100% 

2. Nilai SAKIP PD seperti pada tabel diatas 



BAB VIII 

PENUTUP 

Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPO Kabupaten Pasuruan tahun 

202+2026 dan dasar penyusunan Renja Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk menjamin 

keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan 

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2024 - 2026. 

BUPATI PASURUAN,

             ttd.

M. IRSYAD YUSUF


